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Menimbang a. bahwa sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas 
partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan 
Pemilihan, membangun kesadaran politik, mengedukasi 
masyarakat dalam menyaring informasi, serta membentuk 
kader penggerak dan penggugah kesadaran politik 
masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 
Tenggara melaksanakan Program Desa/Kelurahan Peduli 
Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil 
Wali Kota; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang 
Penetapan Lokus Desa/Kelurahan Peduli Pemilihan Umum 
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 4 7 PRP Tahun 1960 ten tang Pembentukan Daerah 
Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi 

Mengingat 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM PROVINS! SULAWESI TENGGARA, 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
NOMOR: 44/HK.03.1/74/2021 

TENT ANG 
PENETAPAN LOKUS DESA/KELURAHAN PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN 

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL 
BUPATI, DAN/ ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA 

KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

SALINAN 

Selatan ... 



jdih.kpu.go.id/sultra 

7. Peraturan ... 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1249); 

Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali 
Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 
menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6547); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6109); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6206); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 
tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi 
Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

-2- 



jdih.kpu.go.id/sultra 
3. Berita ... 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 
tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi 
Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 
dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomoz 193); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Tata 
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1763); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 
ten tang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor 290/PP.06-KPT/06/KPU/IV /2021 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum 
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

2. Nota Kesepahaman (Memorandum Of Undestanding) Nomor 
279/PR.07 /K/2021 dan Nomor 140/24/IX/2021 antara 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara 
dengan Pemerintah Kelurahan Wundubatu tentang 
Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 
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Memperhatikan 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

.....E::E~~NSI SULAW I TENGGARA 
~ UKUM, EKNIS DAN HUPMAS 

LA ODE ABDUL NATSIR 

TTD 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal 14 September 2021 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA, 

KETIGA 

KEDUA 

Menetapkan Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia Kota 

Kendari sebagai Lokus Desa/Kelurahan Peduli Pemilihan 

Umum dan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

Segala biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkannya 

Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Sulawesi Tenggara 076 Tahun Anggaran 2021. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

KESATU 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM PROVINS! 

SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN LOKUS 

DESA/KELURAHAN PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN 

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI 

DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL 

WALI KOTA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara 

Nomor: 47 /PK.01/74/2021 tentang Rapat Pleno Rutin 

Minggu kedua Bulan September 2021. 
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